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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PARKIR 
ABSTRAK : -  Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal 

selamat, lancer, tertib, nyaman,berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan   
pengaturan, pengaturan,   pembinaan, pembinaan,   pengendalian dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan; salah satu upaya untuk 
mewujudkan pembinaan,  pengendalian, pengawasan dan  keselamatan terhadap 
penyelenggaraan                  sarana perhubungan dilaksanakan pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat   (1)  huruf  g Undang-
Undang Nomor   28 Tahun   2009 tentang   Pajak Daerah  dan   Retribusi Daerah 
dinyatakan   bahwa   Pengujian  Kendaraan Bermotor   merupakan merupakan jenis 
retribusi Kabupaten/Kota.. 

- Dasar hukum : Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor   14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor  4 Tahun 1968 tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubahUndang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  lingkungan  Provinsi  Jawa 
Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang  Nomor 28 
Tahun  1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);  Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran   Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2004 (Lembaran     Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone 
Nomor 4355); Undang-Undang        Nomor    15  Tahun    2004 (Lembaran Negara   
Republik    Indonesia   Tahun   2004   Nomor   66,   Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang       Nomor    32   Tahun   2004 
(Lembaran     Negara   Republik    Indonesia   Tahun     2004 Nomor     125,  
Tambahan     Lembaran     Negara   Republik   Indonesia Nomor     4437)   
sebagaimana    telah beberapa   kali diubah  terakhir dengan      Undang-Undang       
Nomor     12   Tahun     2008    tentang Perubahan   Kedua   Atas   Undang-Undang   
Nomor   32   Tahun   2004 (Lembaran     Negara    Republik Indonesia   Tahun   2008   
Nomor   59,   Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Undang-Undang        Nomor    33  Tahun   2004 (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara   
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   132   Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang  Nomor   22   Tahun   2009 
(Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Tahun 2009     Nomor     112,   
Tambahan      Lembaran     Negara    Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   
2009   Nomor   130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
Undang-Undang         Nomor     27   Tahun    2009    tentang   (Lembaran   Negara   
Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor   123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran   



Negara   Republik   Indonesia   Tahun 2009     Nomor     130,   Tambahan      Lembaran     
Negara    Republik Indonesia Nomor 5049);Undang-Undang       Nomor     12  Tahun   
2011 (Lembaran     Negara    Republik Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   
Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 
2005     Nomor     140,   Tambahan      Lembaran     Negara    Republik Indonesia 
Nomor 4578);  Peraturan   Pemerintah   Nomor   79   Tahun   2005 (Lembaran     
Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2005 Nomor      165,  Tambahan     
Lembaran     Negara   Republik    Indonesia Nomor 4593); Peraturan   Pemerintah   
Nomor   38   Tahun   2007 (Lembaran Negara   Republik     Indonesia   Tahun   2007   
Nomor   82,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan   Pemerintah   Nomor   41   Tahun   2007 (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia   Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); Peraturan  Pemerintah  Nomor   69   Tahun   2010 (Lembaran    Negara    
Republik    Indonesia Tahun   2010   Nomor   119,   Tambahan   Lembaran   Negara   
Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri   Nomor   13   
Tahun   2006   tentang Pedoman       Pengelolaan    Keuangan      Daerah    
sebagaimana     telah beberapakali   diubah   terakhir   dengan   Peraturan   Menteri   
Dalam Negeri    Nomor   21  Tahun     2011  tentang   Perubahan   Kedua  Atas 
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006   tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   8   
Tahun   2009   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri 
D); Peraturan    Daerah    Nomor    9  Tahun   2006   (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);Peraturan    Daerah     Nomor     17    Tahun    
2007  (Lembaran     Daerah   Kabupaten     Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1); 
Peraturan    Daerah    Nomor   32  Tahun     2008 (Lembaran Daerah      Kabupaten     
Sukabumi        Tahun     2008     Nomor    32) sebagaimana      telah  diubah   dengan   
Peraturan    Daerah   Nomor    1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 32 Tahun     2008    tentang  Organisasi    Perangkat  Daerah    
Pemerintah Kabupaten      Sukabumi    (Lembaran     Daerah   Kabupaten     Sukabumi 
Tahun 2010 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan,       Komunikasi      dan    Informatika     di   
Kabupaten Sukabumi   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sukabumi   Tahun   2010 
Nomor 12); 

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
Retribusi Terminal , dengan sistematika sebagai berikut: 

I. Ketentuan Umum 
II. Nama, Objek, SUbjek,Golongan dan Wilayah Pemungutan 

III. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 
IV. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif 
V. Struktur dan besarnya tarif retribusi 

VI. Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor dan keterlambatan uji 
berkala kendaraan bermotor 

VII. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi 
VIII. Keberatan dan banding 

IX. Retribusi terutang dan surat pemberitahuan retribusi daerah 
X. Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi 

XI. Kadaluarsa penagihan 
XII. Insentif pemungutan  

XIII. Sanksi administrasi 
XIV. Ketentuan Penyidikan 



XV. Ketentuan pidana 
XVI. Ketentuan penutup 

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011 
CATATAN : -  


